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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut IAI (2012) dalam PSAK No 1, laporan keuangan adalah suatu 

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari (1) laporan posisi keuangan 

(neraca) pada akhir periode, (2) laporan laba rugi komprehensif selama 

periode, (3)  laporan perubahan ekuitas selama periode, (4) laporan arus kas 

selama periode, (5) catatan atas laporan keuangan, dan (6) laporan posisi 

keuangan pada awal periode komprehensif. 

 Sebelum menjadi sebuah laporan keuangan, setiap transaksi yang 

terjadi dalam perusahaan akan dibukukan. Berikut ini merupakan siklus 

akuntansi yang harus dilalui (Kieso, 2013): (1) Melakukan analisa terhadap 

transaksi bisnis, (2) menjurnal transaksi, (3) melakukan posting ke ledger, (4) 

menyiapkan trial balance, (5) menjurnal dan melakukan posting adjusting 

entries, (6) menyiapkan adjusted trial balance, (7) menyiapkan laporan 

keuangan, (8) menjurnal dan melakukan posting closing entries, serta (9) 

menyiapkan post-closing trial balance.  

Untuk menjamin keandalan informasi dalam laporan akuntabilitas 

tersebut, dibutuhkan pihak yang independen untuk memberikan atestasi atas 

informasi tersebut dengan cara melakukan audit. Auditing merupakan salah 
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satu bentuk atestasi. Jasa atestasi merupakan jasa yang diberikan untuk 

memberikan pernyataan atau pertimbangan sebagai pihak yang independen 

dan kompeten tentang suatu pernyataan satuan usaha telah sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan. Maka dari itu, jasa atestasi ini merupakan salah satu 

jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik. 

 Kantor Akuntan Publik merupakan suatu badan usaha yang telah 

medapatkan ijin dari menteri sebagai tempat bagi akuntan publik untuk 

memberikan jasa. Jasa yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik yaitu 

jasa pemeriksaan, jasa akuntansi, dan jasa perpajakan. Jasa pemeriksaan atau 

yang disebut jasa audit adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam 

memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan klien (Agoes, 2012). Audit adalah proses pengumpulan dan 

penilaian bukti-bukti untuk menentukan tingkat hubungan antara informasi 

dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut ini merupakan 

teknik-teknik audit yaitu (Arens, et al., 2012): 

1. Konfirmasi, metode yang dipakai auditor untuk memperoleh bukti audit 

dengan cara meminta tanggapan baik secara lisan maupun tertulis dari 

pihak ketiga yang independen mengenai item-item tertentu.  

2. Pengujian fisik, pengujian substantif, atas aktiva yang berwujud, seperti 

kas, persediaan, dan bangunan. 
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3. Dokumentasi, metode pengumpulan bukti audit yang dilakukan oleh 

auditor dengan cara menguji berbagai dokumen dan catatan klien untuk 

mendukung informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Dalam 

metode dokumentasi terdapat beberapa istilah, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Vouching, kegiatan ini meliputi memilih catatan yang ada pada 

catatan akuntansi kemudian menyelidiki dokumen yang mendasari 

catatan tersebut untuk memeriksa keabsahannya. 

b. Inspeksi, mencakup pembaca kritis atas dokumen. Inspeksi dapat 

diaplikasikan untuk berbagai dokumen seperti sewa, akte pendirian 

perusahaan, maupun notulen rapat.  

c. Rekonsiliasi, proses perbandingan antara dua set pencatatan yang 

kemungkinan memiliki jumlah berbeda. 

4. Prosedur analitis, metode pengumpulan bukti dengan cara mempelajari 

data klien lalu mencari berbagai perbandingan atas data klien yang 

berupa saldo dan rasio klien. Auditor bisa membandingkan data klien 

dengan data industri, data periode sebelumnya, anggaran. 

5. Wawancara kepada klien, metode pengumpulan bukti audit yang 

melibatkan pertanyaan baik lisan maupun tertulis oleh auditor. 

6. Hitung uji, metode dimana auditor melakukan pemeriksaan kembali 

keakuratan perhitungan yang dilakukan oleh klien. 
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7. Observasi, metode dimana auditor memperhatikan serta menyaksikan 

pelaksanaan dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh klien. 

Menurut Arens, et al., (2012), audit atas laporan keuangan 

dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi 

yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Tujuan audit 

umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk 

menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam segala hal yang material, posisi 

keuangan, hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. Alasan mengapa auditor mengumpulkan berbagai bukti 

audit adalah untuk memungkinkan mereka mencapai kesimpulan tentang 

apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang 

material serta untuk menerbitkan laporan audit yang tepat. 

 Menurut Agoes (2009), semua prosedur audit yang dilakukan 

akuntan publik dalam rangka mengumpulkan bahan bukti audit yang cukup 

dan kompeten untuk mendukung opini yang diberikan mengenai kewajaran 

laporan keuangan, harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. 

Untuk mendapatkan bukti audit yang kompeten, auditor dapat melakukan 

pengujian atas bukti yang ditemukan, seperti test of reasonable. Test of 

reasonable bertujuan untuk memberikan informasi yang memungkinkan 

auditor untuk melakukan evaluasi apakah jumlah saldo yang disajikan oleh 

klien mengandung salah saji material.  
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Prosedur audit adalah petunjuk terperinci yang menjelaskan bukti 

audit yang harus diperoleh selama proses audit (Arens, et al., 2012). Dalam 

melaksanakan proses audit, para auditor juga harus berusaha mendapat 

informasi yang benar, karena pada akhirnya auditor yang harus 

mempertanggungjawabkan laporan audit yang diterbitkan. Oleh sebab itu, 

auditor perlu mengetahui informasi mengenai sumber dari data-data yang 

disediakan perusahaan. 

Seluruh prosedur audit dan temuan audit dilapangan harus 

didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Menurut Agoes (2012) 

kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas yang dikumpulkan oleh auditor 

dalam menjalankan pemeriksaan, yang dapat dari klien, analisis yang dibuat 

oleh auditor, maupun dari pihak ketiga. Salah satu dokumen yang berasal dari 

analisis yang dibuat oleh auditor adalah berita acara cash opname atau cash 

count, berita acara stock opname, pemahaman dan evaluasi internal control, 

termasuk internal control questionnaires. 

  Dari berbagai prosedur audit yang sudah dijalankan, menghasilkan 

laporan auditor yang didalamnya terdapat opini yang bersifat independen. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa 

Akuntan Publik, dijelaskan bahwa Laporan Auditor Independen adalah 

laporan yang ditandatangani oleh akuntan publik yang memuat pernyataan 

pendapat atau pertimbangan akuntan publik tentang apakah asersi suatu 
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entitas sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang 

ditetapkan.  

  Bidang jasa lain yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik adalah 

jasa perpajakan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa 

timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2013).  

  Pajak berdasarkan golongan dan pembebanannya dibagi menjadi dua 

(Waluyo, 2013), yaitu: 

1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban 

langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak 

Penghasilan (PPh). 

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

Menurut pajak.go.id, batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) telah 

dinaikkan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang ini setiap orang dengan 

status lajang di Indonesia wajib membayar pajak penghasilan apabila memperoleh 

penghasilan dalam setahun lebih dari Rp 15.840.000. Mulai 1 Januari 2013 batas 

Penghasilan tidak kena pajak ini atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak kena 
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Pajak) dinaikkan menjadi Rp 24.300.000. Setelah berkonsultasi dengan wakil 

rakyat di DPR pemerintah melalui Kemenkeu akhirnya menaikkan batas 

Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP diubah menjadi Rp 24.300.000 

atau jika dihitung per bulannya adalah Rp 2.025.000. Sehingga setiap orang yang 

mendapatkan penghasilan tidak lebih dari dua juta setiap bulannya dibebaskan 

dari pengenaan pajak penghasilan. 

Esensinya PTKP diatur dalam Pasal 7 UU Pajak penghasilan, namun 

pengubahan terhadap PTKP ini diperkenankan melalui aturan dibawahnya 

(Permenkeu) setelah sebelumnya berdiskusi dengan wakil rakyat. Akhirnya pada 

Oktober 2012 lalu , pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 

PMK-196/PMK.011/2012 tentang penyesuaian besarnya PTKP. Peraturan ini 

berlaku definitif mulai 1 Januari 2013. 

Bagi mereka yang telah menikah, PTKP tersebut masih bertambah besar 

lagi. Seorang kepala keluarga yang menanggung istri dan anak akan mendapat 

tambahan PTKP masing-masing sebesar Rp 2.025.000/tahun. Untuk tanggungan 

di perbolehkan dengan jumlah maksimal 3 orang. Sehingga seorang karyawan 

atau pegawai yang telah menikah dan memiliki 3 anak kandung yang sepenuhnya 

ditanggung biaya hidupnya mendapatkan PTKP sebesar Rp  32.400.000. 
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Selengkapnya kenaikan PTKP ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 TK, Lajang (tidak menikah), Lama: Rp. 15.840.000,- Baru: Rp. 24.300.000,- 

 TK1, Lajang dengan 1 tanggungan, Lama Rp. 17.160.000,- Baru: 26.325.000,- 

 TK2, Lajang dengan 2 tanggungan, Lama Rp. 18.480.000,- Baru: 28.350.000,- 

 TK3, Lajang dengan 3 tanggungan, Lama Rp. 19.800.000,- Baru: 30.375.000,- 

 K, Menikah tanpa tanggungan, Lama Rp. 17.160.000,- Baru: 26.325.000,- 

 K2, Menikah dengan 2 tanggungan, Lama Rp. 19.800.000,- Baru: 30.375.000,- 

 K1, Menikah dengan 1 tanggungan, Lama Rp. 18.480.000,- Baru: 28.350.000,- 

 K3, Menikah dengan 3 tanggungan, Lama Rp. 21.120.000,- Baru: 32.400.000,- 

Status PTKP ini merupakan pengurang dari penghasilan bruto untuk 

mendapatkan PPh terutang Pasal 21. 

 Wajib pajak adalah pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan 

pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2013). Wajib pajak 

harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan sistem 

pemungutan pajak self assessment yaitu harus dapat menghitung, membayar, 

dan melaporkan sediri pajak yang harus dibayarkan. Mekanisme pembayaran 

pajak bagi wajib pajak, yaitu: 
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a. Membayar sendiri pajak terutang 

1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah angsuran pajak 

penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap 

bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 2012). 

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan 

atas penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena 

Pajak  (Waluyo, 2012). Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

adalah 10% dari harga jual atau penggantian atau nilai ekspor atau 

nilai lainnya. 

b. Pemotongan atau pemungutan pajak 

1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang 

dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun 

yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan 

oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Waluyo, 2012). 

Menurut Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013, pajak penghasilan 

final pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas 

penghasilan usaha yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran 

bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun. Menurut 
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pajak.go.id, PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh Final adalah pajak atas 

penghasilan sebagai berikut: 

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 

oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 

2. penghasilan berupa hadiah undian; 

3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 

derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan 

saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 

pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; 

4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan 

tanah dan/atau bangunan; dan 

5. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Pemerintah. 

Untuk membuat Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi, Pasal 25 

dan Pasal 4 ayat 2, yang dibutuhkan adalah SSP PPh Pasal 21 Orang 

Pribadi, Pasal 25 dan Pasal 4 ayat 2 bulan sebelumnya. Dengan demikian, 

maka tahapan untuk membuat SSP Pasal 21, 25 dan 4 ayat 2 adalah: 
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a) Mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama Wajib Pajak 

(WP), dan alamat WP. 

b) Mengisi kode akun pajak, kode jenis setoran dan uraian pembayaran. 

c) Mengisi masa pajak pembayaran dan tahun pajaknya. 

d) Mengisi jumlah pembayaran pajak dan jumlah terbilang. 

e) Mengisi kolom “Wajib Pajak / Penyetor” dengan nama daerah tempat 

pembayaran pajak, tanggal bayar, dan nama jelas pembayar. 

 Perusahaan yang akan membayar pajak harus terlebih dahulu 

mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). SPT adalah surat wajib yang oleh wajib 

pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran 

pajak, objek dan atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan (Waluyo, 2013). Surat Pemberitahuan 

mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang serta melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik 

yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan 

dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut. 

Pelaporan Pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana 

Wajib Pajak terdaftar. 
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Setelah perusahaan mengisi SPT, perusahaan juga wajib mengisi 

Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran 

yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Waluyo, 2013). 

1.2   Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Kerja magang merupakan suatu media yang berguna bagi para mahasiswa 

untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan ke 

dalam dunia kerja yang sebenarnya. Adapun maksud dan tujuan dari kerja 

magang adalah sebagai berikut: 

1. Agar para mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan kerja sama dalam 

tim.  

2. Mengerti akan kondisi dunia kerja yang sebenarnya.  

3. Memberikan wawasan mengenai dunia kerja dalam bidang jasa yang 

diberikan oleh Akuntan Publik 

4. Memberikan pengetahuan mengenai tata cara pelaporan dan pembayaran 

pajak. 

5. Mengembangkan pengetahuan mengenai jasa yang disediakan oleh KAP 

dan kegiatan lainnya yang dilakukan sehubungan dengan jasa yang 

diberikan. 
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Kondisi dunia kerja yang sebenarnya tentu sangat asing bagi para mahasiswa 

yang belum memiliki pengalaman kerja. Maka dengan adanya program kerja 

magang ini diharapkan para mahasiswa dapat memilki pengalaman kerja yang 

baik dan mendapatkan pembelajaran untuk memasuki dunia kerja di masa 

yang akan datang. 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1 Waktu Kerja Magang 

Kerja magang mulai dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2014 

hingga 3 Mei 2014 di sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar 

yaitu KAP Susianto yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, 

Ruko Golden 8 Blok G.32. Jam kerja selama magang yaitu hari Senin 

sampai dengan Sabtu pukul 08.30-16.30 WIB. 

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

 Prosedur pelaksanaan kerja magang di KAP Susianto yaitu: 

 a. Tahap Pengajuan Surat Lamaran 

  Formulir pengajuan kerja magang diajukan sebagai acuan 

pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada 

KAP Susianto dan ditandatangani oleh Ketua Program Studi 

Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara, beserta CV dan 

lampiran, dikirim ke alamat KAP Susianto Jalan Ki Hajar 

Dewantara, Ruko Golden 8 Blok G.32. Sebagai jawaban atas Surat 
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Pengantar Kerja Magang, diterima Surat Konfirmasi Permohonan 

Kerja Magang yang berisi tentang penerimaan kerja magang secara 

resmi, dengan nomor: 020/III/2014/S tanggal 29 Januari 2014. 

Setelah memperoleh surat konfirmasi tersebut, kemudian diperoleh 

Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang dan 

Formulir Realisasi Kerja Magang dari pihak administrasi kampus. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Kerja magang dilaksanakan di bawah bimbingan pembimbing 

lapangan, yakni Ibu Susan selaku Supervisor di KAP Susianto. 

Tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan dikerjakan 

dengan baik, dengan mendapat arahan dari pembimbing dan juga 

staf lainnya. 

Laporan realisasi kerja magang mingguan dibuat dan 

ditujukan kepada dosen pembimbing yang berisi seluruh kegiatan 

dan pekerjaan, serta kendala-kendala yang dihadapi selama 

pelaksanaan kerja magang. Pada akhir masa magang, pembimbing 

lapangan akan mengisi form penilaian pelaksanaan kerja magang 

yang telah diberikan sebelumnya, terkait kinerja selama proses 

kerja magang berlangsung. Hasil penilaian ini disampaikan 

pembimbing lapangan kepada koordinator magang melalui 

mahasiswa yang bersangkutan di dalam amplop tertutup. 
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c. Tahap Akhir 

Setelah kerja magang berakhir, temuan serta aktifitas yang telah 

dijalankan selama kerja magang dituangkan ke dalam laporan kerja 

magang dengan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing kerja 

magang. Laporan Kerja Magang disusun sesuai dengan standar 

format dan struktur Laporan Kerja Magang Universitas Multimedia 

Nusantara. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum 

permohonan ujian kerja magang diajukan. Laporan kerja magang 

juga harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan 

diketahui oleh Ketua Program Studi. 
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